
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAl″ESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGlHE

NOMOR  フ9/141/    TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI TENTANG

TATA CAIで PヽENGALOKASlAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA KA:MPUNCi SERTA TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN

DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbalg : a bahwa untuk melaksanatan ketentuan Pasal 96 ayat (1)

dan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemedntah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubalan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksaaaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa, pengaturannya ditindaklanjuti
dalarn Peraturan Bupati;

b. balwa untuk menyusun Peraturan Bupati tentang Tata

Cara Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kampung serta Tata Cara Pengalokasian Bagial Hasil

Pajak dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Tim

Penyusun Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalarn huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Bupati tentang Tim Pen,.usun Peraturan Bupati tentang

Tata Cara Pengalokasial Anggaran Pendapatan dan

Belanja Kampung serta Tata Ca-ra Pengalokasian Bagian

Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; 
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Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat I1 di Sulawesi (l'embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74' Tambahan

Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana teLah beberapa

kali diubah terakht dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2023 tentarg Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 "fah\tn 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undalg (t€mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomo! 6 Tahun

2014 telrtaIrg Desa (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2014 Nomor 113, Tambahsn L€mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan

Pelaksanaan Undang-Undalg Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2Ol4 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud
menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di provinsi Sulawesi
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 167, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5557);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangar Desa (Berita
Negara Republik tndoneisa Tahun 20 lS Nomor 6l 1); rli$
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Tata Cara

Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung

serta Tata Cara Pengalokasia-n Bagian dari Hasil Pajak dan

Retribusi Daerah, dengan susunan sebagaimana tercantum

dalan Lampiran yang merupa,kan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA Tim Penyrrsun sebagaimana diktum KESATU bertugas

sebagai berikut:

a. menghimpun data pendukung dan merumuskan dalam

rancangan Peraturan Bupati terkait dengan Anggaral
Pendapatan dan Belanja kampung serta Tata cara

Pengalokasian Bagiar Hasil Pajak dan Retribuai Daerah;

b. melakukan penyusunan dan perhitungal kebutuhan
penghasilan tetap, tunjargan, operasional pemerintahan

kampung dan lembaga kemasya-ralatan setiap

Kampung; dan

c. melaporkan ralcangan Peraturan Bupati yang telah disusun

Kepada Bupati Kepulauan Sangihe.

KETICA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan

Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Kepulaual Sangihe dan sumber

lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..p$

Ditetapkal di Tahuna

pada tanggal 23 Jar,nari 2024

ry. BUP PULAUAN SANGIHE.

RINNY AN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR  フ9/141/         TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI TENTANG

TATA  CARA  PENGALOKASIAN  ANCCARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNC SERTA

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI

IIASIL PAJAK l)AN RETRIBUSI DAERAH

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA

PENGALOKASIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG

SERTA TATA CARA PENGALOKASIAN BACIAN DARI HASIL PAJAK

DAN RETRIBUSI DAERAH

PENGARAH : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN

RAKYAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

KEPULAUAN SANGIHE.

: KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN DESA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN

SANGIHE.

: KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

: 1. SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA DAERAH

KAI}UPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

2. INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG

PEMERINTAHAN PADA INSPEKTORAT

DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

3. KEPALA BIDANG ANGGARAN PADA BADAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN

KEPULAUAN SANGIHE;TII

KETUA

SEKRETARIS

ANGGOTA
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4.KEPALA     BIDANG     PEMBINAAN

KEMASYARAKATAN :DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT PADA DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT  DAN  DESA  DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

5.KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA

PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN   DESA   DAERAH   KABUPATEN

KEPULAUAN SANGIHE,Q

P3・ B AN SANGIHE,

RINW TジlUNTUAN


